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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 9es/25¢ TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA DEKON PENYULUHAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA DARI PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menampung biaya operasional
penyuluh pertanian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
maka perlu menetapkan rekening Dana Dekon Penyuluhan
Dinas Pertanian dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Rekening Dana Dekon Penyuluhan Dinas
Pertanian Kabupaten Purbalingga Dari Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu@2?'5 L
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10.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Rekening Dana Dekon Penyuluhan Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Dari Provinsi Jawa Tengah.

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah
rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Purbalingga Nomor 1027005523 atas nama DEKON
PENYULUHAN DINPERTAN PBG.

Rekening DEKON PENYULUHAN DINPERTAN PBG sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dapat digunakan secara rutin
tiap tahun sampai dengan kegiatan tersebut selesai.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
ﬁ pada tanggal 1 Juli 2629

BUPATI PURBALII\IGGA,
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Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan
Setda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
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Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Purbalingga;
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.



